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Abstract
The discussion of this article is started from a macro

overview of Indonesian economics related to banking sector

The failure therapies that had done to the financial crisis

become a reason for the lilunesian government to utilize
another approach, which is behavior in an organization. The

effort to bring good corporate governance into reality

become a new a realization that macro economics approach

need to be followed by behavior aspect. The writer as a

person who has knowledge of behavior science tries to
elaborate macro economics policies in banking sector related

to its behavior aspect.
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PENGANTAR

Dalam perspektif organisasi, upayx
membangun nilai-nilai baru bagi
pembenahan organisasi di masa datang
bukan persoalan instan seperti
membalikkan telapak tangan. Hal
tersebut membutuhkan suatu komitmen

|}

yang kuat untuk berubah, manajemen
yang terpadu dan milai-nilai bersama
vang harus dipegang oleh anggota
organisasi (shared values).

Perspektif organisasi mengkaji
secara lebih internal terhadap suasana
makro ekonomi dan bisnis yang
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melingkupi organisasi di mana
organisasi harus dapat mensikapi
kekuatan eksternal makro untuk tetap
dapat melakukan pilihan strategi (stra-
tegic choice) bagi pengembangan
organisasi seperti yang digagas oleh
Child.

Kasus pada organisasi perbankan
di Indonesia tidak terlepas dari kondisi
makro tidak hanya pada lingkup negara,
namun lebih jauh lagi yaitu pada lingkup
global. Berawal dari krisis moneter
yang melanda negara-negara tetangga
seperti Thailand, Malaysia dan lainnya
yang benimplikasi pada turbulensi nila
tukar. Selanjutnya ‘contagion effect’
dari krisis tersebut juga menjadi krisis
ekonomi yang melanda Indonesia.
Krisis tersebut hampir melanda banyuk
sektor eke "o~ kita, namun yang
terparah adaiah sektor perbankan. Hal
tersebut tidak terlepas dari fundamen-
tal pengelolaan perbankan di Indone-
sia yang selama ini dijalankan oleh
mayoritas perbankan di Indonesia
sering mengabaikan prisnsip-prinsip
“healthy banking'. Tingginya kredit
macet, pelanggaran, BMPK, tidak
dipenuhinya ketentuan reserve re-
quirement (RR), Loan to Deposits
Ratio (LDR), kecukupan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
merupakan persoalan-persoalan umum
yang sering dijumpai dalam praktik
perbankan di Indonesia. Belum lagi
persoalan lemahnya profesionalisme
manajemen bank tersebut dalam
masalah pengelolaan termasuk
pengelolaan yang tidak memperhatikan
ketentuan ‘prudential banking'.
Namun demikian korban yang muncul
bukan hanya mereka yang dikelola tidak
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baik, termasuk pula bank-bank yang
dikelola baik sebagai akibat fenomena
‘domino effect’, yaitu tertularnya
‘penyakit-penyakit dari  bank
bermasalah. Hal tersebut harus segara
ditanggulangi mengingat lembaga
perbankan memegang peranan penting
dalam perekonomian dan pembangunan
di Indonesia. Terganggunya pelayanan
dari jasa perbankan 1mi pada kondisi
tertentu akan menyebabkan keresahan
pada skala makro ekonomi seperti
kepanikan masyarakat. Implikasinya
Juga pada penyediaan barang dan jasa
alabat terhambatnya aktivitas sektor riil,
Dampak selanjutnya kondisi tersebut
adalah menurunnya kinerja ekspor
sehingga menambah problema makro
ekonomi yang juga menjadi problema
sosial berupa peningkatan jumlah
pengangguran karena sejumiah PHK
pada banyak lembaga bisnis,

Dalam rangka membantu sistem
perbankan Indonesia keluar dari krisis,
pemerintah menggulirkan program
restrukturisasi perbankan. Program
tersebut pada dasamya merupakan pro-
gram inti dari upaya pemulihan
ekonomi.

FENOMENA Institusi
Perbankan di Indonesia

Pada tahun 1983 pemerintah In-
donesia menetapkan serangkaian
kebijakan deregulasi di sektor
perbankan dan keuangan yang diawali
dengan paket kebijakan Juni 1983
(pakjun 1983) disusul paket kebijakan
Oktober 1988 (pakto 1988) berserta
paket kebijakan lainnya yang
merupakan rangkaian dari kebijakan
sebelumnya.
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Inti dari berbagai paket kebijakan
tersebut adalah upaya pemerintah
mengakhiri sekaligus merubah
paradigma lama dari pengawasan ketat
oleh pemerintah terhadap sektor
keuangan (financial repression) dan
memulai liberalisasi kegiatan usaha dan
lembaga perbankan (financial liber-
alization).

Latar belakang liberalisasi vang
dilakukan oleh pemerintah adalah
turunnya harga minyak bumi yang
Sikhawatirkan menyebabkan defisit
“aiam perdagangan internasional. Oleh
&=rena 1tu sektor perbankan didorong
entuk tampi] dengan efisien schingga
£20at berperan menggairahkan iklim
=s2ha dalam negeri.

Namun demikian perubahan yang
B&ak dikuti dengan perubahan mindset
<an komitmen untuk mewwjudkan good
corporate governance pada sektor
perbankan  memicu  lahirnya
permasalahan baru. Sektor perbankan
sestru mengalami kegagalan seiring
Seagan krisis moneter 1997 yang
mendorong krisis ekonomi yang
s=wcpanjangan di Indonesia. Sampai
s = LDR perbankan nasional hanya
st 20%, NPL masih di atas 10%
& CAR masih di bawah 5%. Bahkan
= tiga tahun terakhir pertumbuhan
“58 perbankan tidak sampai 10%
“smier dikutip dari makalah Bambang
Exssto L S)

Secarz konseptual, Erman Munzir

| 986 menyelaskan peranan perbankan

& Idonesiz sehagar berikut:

* Lembagz perantara dan lembaga
S=percayaan masyarakat, karena
==sghimpun dana dan

=emvalorkan dana masyarakat.

2. Lembaga moneter, karena
perrbankan menciptakan uang dan
menentukan suku bunga serta
bertindak sebagai saluran atau
sarana untuk pelaksanaan
kebijaksanaan pemenntah di bidang
moneter dan perbankan.

3. Lembaga penyelenggara sistem
pembayaran, karena memberikan
dan menciptakan jasa untuk
pembayaran secara nasional dan

internasional,
4. Lembaga pendorong ekonomi
nasional, karena berperan

mendorong kegiatan pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan hasil-
hasil pembangunan ekonomi,

Sedangkan peranan bank sentral
adalah mengendalikan penawaran uang
adalah sebagai berikut:

l. Operasi pasar terbuka (open mar-
ket operations) adalah pembelian
dan penjualan obligasi pemeruintah
oleh bank sentral. Ketika bank
sentral membeli obligas: dan
masyarakat, basis moneter dan
penawaran uang meningkat.
Ketika bank sentral menjual
obligasi kepada masyarakat maka
basis moneter dan penawaran uang
menurun.

2. Cadangan yang disyaratkan
(reserve requirement) adalah
peraturan bank sentral yang
menuntut bank-bank untuk memilika
rasio deposit cadangan minimum,

3. Tingkat diskonto (discount rate)
adalah tingkat bunga yang
dikenakan bank sentral ketika
memberi pinjaman kepada bank-
bank.

Ketiga instrumen di atas digunakan
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oleh otoritas moneter untuk menjaga
kestabilan moneter dalam
perekonomian suatu negara.

Dalam praktiknya jika sistem
perbankan kita nﬁunyai fundamen-
tal pengelolaan yang baik maka badai
krisis seharusnya tidak berlarut-larut,
Di samping itu akan lebih banyak bank
yang tetap survive meskipun badai
krisis menghantam. Hal tersebut
tampak pada Thailand dan Malaysia
yang segera bangkit dan knisis. Bahkan
lebih jauh lagi sektor perbankan
memiliki fundasi yang kuat bersama-
sama dengan scktor niil akan mampu
membendung krisis atau paling tidak
dapat sefera bangkit dari knisis seperti
halnya beberapa negara tetangga.

PERILAKU RESIKO DALAM
PERBAMN AN

Sebagai lembaga perantara
keuangan (financial intermediation),
perbankan berperan  dalam
menghimpun dana masyarakat melalus
berbagai jemis tabungan, deposito dan
produk jasa lainnya yang kemudian
disalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit kepada fihak yang
membutuhkan dana untuk
memperlancar transaksi ekonomi,
Sebagian besar dana yang disalurkan
oleh perbankan bukan berasal dar
pemilik bank melainkan dan fihak lain
seperti para deposan, Oleh karena itu
wajar dalam neraca perbankan ratio
debt to equity cukup tinggi yang
mencerminkan jumlah utang (debr)
lebih besar daripada modal pemilik
(eguity). Dalam operasionalnya, resiko
yang dihadapi oleh bank cukup banyak,
diantaranya adalah resiko yang
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disebabkan oleh tingkat bunga
(Saunders, 2000).

Dari aspek perilaku, ketika bank
memberi pinjaman jangka panjang
biasanya akan menetapkan tingkat
bunga kredit dengan tingkat bunga tetap
(flat rate) dan biasanya denpgan tingkat
bunga yang rendah. Padahal dana yang
digunakan untuk pemberian kredit
berasal dan simpanan nasabah yang
berjangka pendek dengan tingkat bunga
yang berfluktuasi (Swandan, 2002). Hal
tersebut menjadi salah satu pemicu
penting krisis yang melanda perbankan
kita di mana non performing loan
menambah permasalahan manajemen
dana perbankan. Pada saat krisis
tingkat bunga simpanan atau deposit
pernah mencapai 60% pertahun.
Implikasinya adalah macetnya fungsi
perbankan  sebagai lembaga
intermediasi sekaligus mendorong
rendahnya kinerja pada sektor rul.
Dampak lainnya adalah negative
spread vyang berakibat pada
berkurangnya modal bank.

Esty dalam Swandari (2002)
menunjukkan bahwa pada S&L
dengan bentuk organisasi yang berbeda
{stock vs. mutual) akan berbeda pula
perilaku resikonya. Sebagian besar bank
di Indonesia berbentuk kepemilikan
saham di mana nasabah juga tidak
memiliki insentif untuk memonitor
perilaku manajer. Ketiadaan monitor
tersebut mendorong perilaku resiko
manajer bank. Tingkat resiko yang tinggi
(stock rhrift) memiliki kemungkinan
lebih  besar wuntuk bangkrut
dibandingkan bank dengan tingkat
resiko lebih rendah (mutwal thrift)
(Asty dalam Swandari 2002).
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Penelitian lain yang dilakukan
DeGennaro et al. dalam Swandari
(2002) menunjukkan bahwa saat
terjadinya krisis yang berat, bank yang
dapat bertahan adalah bank yang
melakukan perubahan strategi.

RESTRUKTURISASI
PERBANKAN SEBAGAI
KEBIJAKAN MAKRO
EKONOMI

D1 awal telah dijelaskan bahwu
nidak semua bank di Indonesia
=eakukan praktik pelanggaran di luar
sstentuan ‘prudential banking’ dan
menjalankan aktivitasnya secara
srofesional. Di samping itu keberadaan
Sank-bank tersebut sangat dibutuhkan
5221 pemulihan ekonomi nasional. Oleh
kzrenz  itu maka pemerintah
mengeulirkan kebijakan restrukturisasi
sebaga: kebijakan makro ekonomi yang
@itujukan untuk memulihkan
Lepercayaan masyarakat melalui
periindungan dan penjaminan dana
o582k ketiga, terutama juga untuk
melndung: bank-bank sehat dari akibat
pe=uizran bank-bank yang sakit.
“emgan demikian sistem pembayaran
s kembali lancar sehingpa aktivitas
P=sionomian dan perekonomian
mEmEU recovery.

Frogram ini diawali dengan
melzkukan pembenahan sistem
pertankan Indonesia dari bank-bank
¥a=g bermasalah. Bank-bank yang
&=uiai masih prospektif untuk
Susayakan pemulihan kesehatannya
==winalisasy) dan dikembangkan. Di
St mu langkah-langkah penting yang

& melzlui skema restrukturisas

1.

Merumuskan landasan hukum
berupa Undang-Undang
Perbankan (UU No. 10/98)
sebagai perangkat yang akan
menjamin legalitas upaya-upaya
yang dilakukan  melalui
Restrukturisasi Perbankan. Dalam
Undang-Undang tersebut
ditegaskan mengenai pemberian
otoritas penuh terhadap BI dalam
aspek regulasi dan supervasi. Selain
itu peningkatan ‘share’ kepemilikan
asing juga dimungkinkan. Bank-
bank nasional melalui ketentuan
baru tersebut juga diberikan ijin
untuk beroperasi sebagai bank
syariah (berdasarkan konsep bagi
hasil),

Pengambilalihan aset-aset
bermasalah dari bank dan
menyerahkannya pada institusi
khusus yang dibentuk untuk
meningkatkan value dari asset
tersebut, yaitu (4sset Manage-
ment Unit). Upaya ini ditujukan
untuk mengentaskan bank-bank
dant masalah kualitas asset yang
buruk karena NPL (Non Perforni-
ing Liabilities) bank-bank tersebut
dikeluarkan dari neraca bank,
sehingga bank-bank tersebut tidak
dihadapkan pada masalah
kewajiban pembentukan cadangan.
Melakukan Corporate Restruc-
turing. Sebaik apapun upaya
pemulihan kesehatan perbankan
namun jika kondisi dunia usaha
tidak ikut dibenahi, maka upaya
tersebut akan menjadi sia-sia
belaka. Hubungan antara sektor riil
(dunia usaha) dengan sektor
perbankan adalah ‘ibarat telur dan
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ayam’, Sektor riil yang tidak
produktif tidak dapat
memanfaatkan lembaga bank
sebagai intermediary institution.
Oleh karena itu penataan kembal
rules of the games dalam dunia
usaha harus menjadi agenda
penting program restrukturisasi
perbankan.

Implementasi program
rekapitalisasi sebagai bentuk
dukungan pemerintah untuk
meningkatkan kualitas sisi labili-
ties neraca bank melalu
penambahan modal pada bank-
bank bermasalah yang masih
memiliki prospek cukup baik.
Mengingat besarnya dukungan.
Mengingat besarnya dukungan
finanstal yane harus ditanggung
pemerin. .1, program ini hanya
ditujukan pada bank-bank terpilih
berdasarkan kriteria tertentu.
Untuk itu sebelumnya dilakukan
due diligence guna menseleksi
bank-bank yang bisa diikut sertakan
dalam program tersebut. Secara
teoritis, sesudah bank-bank
tersebut *disuntikkan” modal oleh
pemenntah diharapkan bank-bank
akan terhindar dan insolvency
karena rasio CAR-nya akan
meningkat. Namun demikian, pro-
gram rekapitalisasi mensyaratkan
penyetoran 20% fresh money dan
pemegang saham lama, sebab
maksimum penyertaan pemerintah
hanya 80%. Dalam skenario
tersebut dimungkinkan juga
masuknya investor baru baik lokal
maupun asing untuk mengambilalih
tugas pemegang saham lama jika
tidak mampu menyetor 20%.

5. Reformasi dalam hal supervisi dan
regulasi untuk memperbaik dan
meningkatkan efisiensi dan
keefektifan peran dan fungsi bank
sentral sebagal pengawas dan
pembina-bank-bank komersial.
Dengan terjadinya seleksi alam
melalui progiam restrukturisasi
perbankan tersebut nantinya jelas
akan lebih sedikit bank-bank yang
beroperasi. Di tinjau dari aspek
span of control, kondisi tersebut
akan menguntungkan bank sentral
dalam melakukan pengawasan
mengingat keterbatasan SDM
yang dimiliki. Dengan semakin
sedikit jumlah bank yang harus
diawasi oleh Bank Indonesia
diharapkan kualitas pengawasan
akan meningkat dan muaranya
adalah peningkatan kualitas dan
kinenja bank-bank nasional Indone-
sia.

PARADIGMA BARU DI
BIDANG PENGAWASAN:
ANTISIPASI PERILAKU
BANKIR & UPAYA
MEWUJUDKAN GOOD COR-
PORATE GOVERNANCE

Dalam upaya mendukung program
restrukturisasi perbankan, terdapat hal
menarik terkait dengan pengawasan
perbankan. Di awal telah disinggung
bahwa banyak pelanggaran yang
dilakukan bankir terhadap ketentuan
perbankan yang telah ditetapkan. Hal
tersebut tidak terlepas dari aspek
penlaku para bankir. Paling tidak dapat
difahami bahwa masih banyak perilaku
yang tidak baik dilakukan oleh jajaran
pimpinan bank.
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Kondisi tersebut mendorong
reformasi di bidang pengawasan yang
dinilai kurang efektif. Dengan reformasi
di bidang pengawasan, peranan dan
fungsi bank sentral sebagai pengawas
dan pembina bank-bank komersial
dapat lebih diperbaiki. Hal tersebut
sejalan dengan tuntutan era global yang
mengharuskan peningkatan kualitas
pada berbagai aspek.

Oleh karena itu reformasi
pengawasan perbankan meliputi
perubahan yang bersifat paradigmatik
s2dz beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, perubahan dasar pola
gukar pengawasan dari konsep atau teori
¥ ke Teori X, Pola pikir yang menjadi
dasar konsep pengawasan selama ini
adaizh konsep teort Y, artinya otoritas
pengawas memandang positif aspek
penilaku individual dalam hal ini para
Sanlar. Teon tersebut mengasumsikan
Sahwa masing-masing individu memiliki
watak posiif, baik dapat dipercaya.
Sekerja  sungguh-sungguh dan
Serdedikasi unggi sehingga dianggap
B2k mungkin memiliki itikad buruk
amtuk melakukan pelanggaran.

Pola pikir seperti di atas, pada
grektiknya ternyata membawa
ampikas: yang kurang menguntungkan
%arena pada pengawas cenderung
emgzar’ dalam menjalankan tugasnya.
“Meh karena itu dipandang perlu untuk
me=ggantikan pola pikir tersebut
Se=gan pola pikir teori X. Dalam teori
£ setzp individu diasumsikan memiliki
kscenderungan dan potensi untuk
me=ad ndak baik. Mereka mempunya
sesamgkaian sifat tidak baik seperti
S=mderung malas bekerja, banyak
melsiukan pelanggaran dan lain-lain.

Dengan asumsi demikian, setiap
pengawas haru berhati-hati dan teliti
dalam melakukan tugas
pengawasannya.

Kedua, perubahan paradigma
regulatory authority ke supervisory
authority, Dalam paradigma tersebut,
pengawasan dideskripsikan dengan
penyusunan berbagai macam peraturan
untuk mengantisipasi terjadinya
pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran,
bank sentral sebagai pengawas akan
memberikan pembinaan sebelum
memberikan sanksi. Dalam konteks
demikian, paradigma tersebut perlu
dirubah menjadi supervisory author-
ity yang menekankan pada tindakan
langsung atau pengenaan sanksi atas
terjadinya pelanggaran sehingga
diharapkan fungsi pengawasan akan
lebih dapat dijalankan dengan
mempertimbangkan perilaku para
bankir dewasa ini.

Dalam upaya perubahan budaya
menuju geod corperate governance,
hal utama yang penting untuk
ditekankan adalah komitmen otoritas
terhadap budaya tersebut. Komitmen
tersebut harus selalu disampaikan dan
didukung oleh semua pihak dalam
orgamisasi. Terkait dengan hal tersebut
adalah pentingnya mindset kolektif
untuk membentuk perilaku yakni sikap
mental mapan yang dibentuk melalui
pendidikan, pengalaman dan
pandangan.

Agar proses perubahan tersebut
dapat berjalan dengan baik maka
pematangan konsep perubahan
merupakan hal yang mendasar.
Selanjutnya adalah sosialisasi konsep
mewujudkan good corporate gover-
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nance termasuk mengidentifikasi dan

mengantisipasi penolakan terhadap

perubahan (resistance to change)
melalui al:

* Orentasi dan Komunikasi
Program pendidikan dan pelatihan
Partisipasi dan Keterlibatan,
Dukungan fasilitas dan berbagai
kemudahan.

Program fit and proper 1est
merupakan salah satu upaya
mewujudkan budaya good corporate
governance. Mekanisme seleksi yang
ketat dilakukan untuk memuculkan
para bankir vang sesuai dengan budaya
tersebut (people fit culture).

PENUTUP

Industri perbankan merupakan
sektor yan. =aling terpukul dengan
krisis makro ckonomi dan moneter
tahun 1997. Hal tersebut juga
disebabkan oleh lemahnya fundamen-
tal pengelolaan perbankan nasional
yang banyak mengabaikan prinsip-

prinsip ‘prudential banking’. Hal
tersebut terkait dengan perilaku para
bankir dalam mengelola bank.

Sejak krisis ekonomi, moneter dan
era reformasi, isu mengenai good
corporate governance menjadi marak
diperbincangkan. Pembenahan sektor
perbankan menjadi agenda penting
perbaikan ekonomi nasional secara
makro, Dalam pembahasan di atas
telah dijelaskan perubahan paradigma
penting dalam mekanisme pengawasan
yang menunjukkan bahwa pemerintah
mulai memperhatikan pentingnya
mekanisme goverming untuk
mendorong iklim geod corporate
governance pada industri perbankan,

Mekanisme governing yang kuat
akan mendorong iklim good corporate
governance menuju efisiensi dan
peningkatan kinerja ekonomi secara
nasional. Sebaliknya lemahnya
mekanisme governing mendorong
terjadinya moral hazard yang akan
merusak perckonomian baik secara
mikro dan makro,
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